
 

  

 

 

 

 

 

BUPATI PEMALANG 

 

PERATURAN BUPATI PEMALANG 

NOMOR 40 TAHUN 2010   

 

TENTANG 

 
PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG  

NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG  

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD) 

KABUPATEN PEMALANG 

 

BUPATI PEMALANG, 

 

Menimbang  :    a.   bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang 

Daerah, menyebutkan bahwa Pembentukan BKPRD Kabupaten, 

Sekretariat BKPRD Kabupaten dan Kelompok Kerja ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, 

maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Atas 

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2005 tentang 

Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) 

Kabupaten Pemalang.  

 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita 

Negara Tanggal 8 Agustus 1950); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 
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3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5059); 

8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5068); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan 

Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi 

Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3373); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan 

Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta 

Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3660); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4833); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5103);  

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang 

Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah; 

15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah 

(Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133); 

16. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 

tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Tengah 

(Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri 

E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah 

Nomor 4);  

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2003 

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pemalang Tahun 2003 Nomor 60);  

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2003 Nomor 61);  

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2006 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 6) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Pemalang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah 

Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 10); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2007 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 2); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1).  
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MEMUTUSKAN  : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN ATAS 

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 5 TAHUN 2005 

TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN 

RUANG DAERAH (BKPRD) KABUPATEN PEMALANG. 

 

Pasal 1  

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Koordinasi 

Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten 

Pemalang Tahun 2005 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 2  

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang. 

 

 

Ditetapkan di Pemalang 

pada tanggal 21 Juli 2010 

 
    BUPATI PEMALANG, 

Cap. 

ttd    

     H. M. MACHROES 

 

Diundangkan di Pemalang 

pada tanggal 21 Juli 2010 

 
           SEKRETARIS DAERAH  

         KABUPATEN PEMALANG, 

Cap. 

 ttd  

 
         H. M. SUMADI SUGONDO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2010 NOMOR 40 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN BUPATI PEMALANG 

NOMOR  40 TAHUN 2010 

 

TENTANG 

 
PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI  PEMALANG  

NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG  

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD) 

KABUPATEN PEMALANG 

 

I. UMUM  

 

 Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 

Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah, bahwa 

Pembentukan BKPRD Kabupaten, Sekretariat BKPRD Kabupaten dan Kelompok 

Kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

 Sehubungan dengan hal tersebut, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 

Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah 

(BKPRD) Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 

Nomor 6), perlu dicabut dan tidak diberlakukan lagi karena tidak sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Untuk itu perlu membentuk Peraturan Bupati tentang 

Pencabutan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2005 tentang 

Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten 

Pemalang. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1  

Cukup jelas 

 

Pasal 2  

Cukup jelas 
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